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ABSTRAK

Bahri, Saiful. Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan
atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia nikah di
KUA Kecamatan Batang. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama
Islam Negeri(IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri,
M.Ag

KUA Kecamatan Batang akhir-akhir ini mengalami peningkatan terhadap
pernikahan dini yang cukup signifikan dimana pada mulanya pada angka
pernikahan dini setelah pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019, Perubahan itu
bertujuan untuk penurunan pernikahan dini dan menciptakan perkawinan yang
sehat. Melihat fakta dan aturan diatas terdapat permasalahan berupa tidak
tercapainya tujuan pembentukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Untuk itu
peneliti akan meneliti Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia
nikah di KUA Kecamatan Batang dan faktor-faktor yang mempengaruhi
pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang.

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan
pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah
Kepala KUA Kecamatan Batang, Penghulu KUA Kecamatan Batang, Pelaku
pernikahan dini, Tokoh Masyarakat, sedangkan sumber data sekunder penelitian
ini adalah buku, jurnal, skripsi, dan undang-undang. Sistem pengumpulan datanya
berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil untuk penelitian pemberlakuan UU Nomor 16 tahun 2019 mengenai
batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang masih tergolong rendah pada
penerapannya, karena banyak hakim meloloskan dispensasi kawin dan KUA
Kecamatan Batang tidak bisa menolak apabila seorang melakukan pernikahan
dini dengan adanya kurangnya sosialisasi dari penegak hukum dan faktor
masyarakat yang belum paham tentang UU Nomor 16 tahun 2019. Faktor-faktor
yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang ada dua yaitu
faktor pendidikan faktor pergaulan bebas yaitu bahwa pelaku pernikahan dini
diakibatkan hamil di luar nikah.

Kata kunci: Pemberlakuan, UU No 16 tahun 2019, Batas Usia Nikah
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.

1.

Pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai
batas usia nikah di KUA Kecamatan batang masih tergolong rendah
terhadap aturan yang ada karena ada beberapa faktor yaitu dalam UU
No 16 Tahun 2019 tidak ada sanksi jika seorang melanggar, kurangnya
sosialisasi dari penegak hukum ke masyarakat terutama pada anak-
anak terkait UU No 16 Tahun 2019 serta faktor masyarakat yang
berpendidikan rendah ada yang mengakibatkan tidak paham tentang
pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah 19
tahun serta 90% hakim meloloskan dispensasi nikah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan
Batang yaitu faktor pendidikan dan faktor pergaulan bebas yaitu bahwa

pelaku pernikahan dini diakibatkan hamil di luar nikah.

B. Saran

1.

Diharapkan dalam menegakkan tujuan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pemerintah juga
diharapkan melakukan perbaikan-perbaikan  kualitas  hidup

masyarakat terutama di pesisir pantai dan pedesaan.

72
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Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas penegak
hukum. Penegak hukum seperti dari KUA Kecamatan harus aktif
mengadakan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai
salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur
oleh aturan hukum, baik hukum islam maupun hukum positif. Sebelum
lahirnya undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi
orang indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat
masing-masing.' Sedangkan Tujuan perkawinan, menurut hukum Islam adalah
untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (di dunia dan di akhirat) berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No 1 Tahun 1974), sakinah,
mawaddah dan rahmah. Hal itu sesuai dengan Al-Maqashid Asy-Syariah yang
dirumuskan Al-Ghazali, yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa,
memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta ,yang
urutannya telah disusun sesuai peringkat kewajiban orang Islam dalam
memelihara tujuan hukum islam tersebut. Serta diperlukan perkawinan yang
sah sesuai dengan norma Agama dan tata aturan yang berlaku.”

Sekarang ini fenomena pernikahan di bawah umur marak terjadi pada
faktanya hal tersebut terjadi di wilayah KUA kecamatan Batang. Menurut

penelitian sementara yang telah dilakukan, permasalahan ini terjadi di

' Abdul Rahman Ghozali, “figh Munakahat”,( Jakarta: Kencana Prenada media
Group,2003), 5.

*Neng Djubaedah, “Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut
Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam”,( Jakarta: Sinar Grafika,2010), 63.



akibatkan oleh beberapa faktor, seperti hamil di luar nikah, pendidikan tidak
berjalan baik, kenakalan remaja, dan media sosial.

Pada KUA Kecamatan Batang akhir-akhir ini mengalami peningkatan
yang cukup signifikan dimana pada mulanya pada tahun 2017 angka
pernikahan dini terdapat dua pasang, selanjutnya di tahun 2018 terdapat satu
pasang, kemudian tahun 2019 terdapat enam belas pasang dan pada tahun
2020 terdapat dua puluh satu pasang serta pada tahun 2021 terdapat 16

pasang . selanjutnya akan digambarkan pada diagram di bawah ini.

Data Pernikahan Dini di KUA Kecamatan
Batang
25 -
20 -
15 -
10 -
5 |
o/ Il =
2017 2018 2019 2020 2021
3

Melihat data di atas terdapat kenaikan signifikan pada tahun 2019-2021
padahal sekarang ini Pemerintah telah merevisi usia perkawinan yang
diatur di dalam pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun

 Rohman sholeh, JFU Administrasi KUA Kecamatan Batang, Wawancara pribadi, 3
Desember 2021



2019 tentang perubahan Atas UU nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan
dengan pemberlakuan usia minimal perkawinan menjadi 19 Tahun. Pada
aturan ini terdapat landasan pemikiran yang menjadikan terbentuknya
peraturan tersebut yakni landasan filosofis dimana maksudnya bahwa
adanya Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan
perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam
Pasal 281 ayat (2) UUD 1945.* Selanjutnya pada landasan sosiologis dalam
lahirnya Suatu hukum dalam rangka solusi atas masalah yang terjadi di
tengah-tengah masyarakat seperti halnya untuk untuk mengatasi
permasalahan yang terjadi pada saat itu Yaitu maraknya pernikahan dibawah
umur dan perceraian secara sewenang-wenang sehingga dengan terbitnya
Undang-Undang perkawinan tersebut, sehingga dengan melaksanakan aturan
batasan usia nikah 19 tahun akan terciptanya keturunan yang sah dan
perkawinan yang sehat.” Kemudian yang terakhir landasan yuridis yang
bertujuan untuk  di dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.®

Dengan terbitnya Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang

perkawinan pada tanggal 14 oktober 2019, selanjutnya pihak KUA

* Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan
di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, (Medan: Skripsi Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan,2019), 75-76
®UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

® Tirmidzi, Kajian Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Usrah, Volume 1, No, 1 Tahun 2020, 46



mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait UU
tersebut. Kua kecamatan Batang melakukan sosialisasi pertama pada tanggal
20 oktober 2019 melalui grup whatapp yang tertuju pada lebe desa. Secara
administratif kecamatan batang sendiri teradapat 23 desa dan kelurahan,
maka dengan langkah cepat seperti ini informasi bisa tersebar dengan efisien.’

Menindaklanjuti untuk menyebarkan informasi tentang UU NO 16
tahun 2019 tentang perkawinan maka KUA Kecamatan melakukan langkah
yang bijak dengan mengadakan sosialisasi yang lebih luas kembali dengan
diadakan seminar secara langsung yang bertajuk “Sosialisasi Undang-Undang
No 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan” yang bertempat di
KUA kecamatan Batang pada tanggal 12 November 2019 yang diikuiti oleh
Pihak kemenag batang, pmerintah kecamatan batang dan lebe-lebe desa di
wilayah KUA Kecamatan Batang.8

Melihat fakta dan juga aturan diatas terdapat permasalahan berupa
tidak tecapainya tujuan pembentukan Undang-Undang No 16 Tahun 2019
tentang Batasan Usia Perkawinan justru meningkat setelah pemberlakuannya.
Maka dari itu perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan pendekatan
fenomena sosial. Untuk itu peneliti akan meneliti permasalahan diatas untuk
menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Sehingga
peneliti mendapatkan judul ‘“Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Mengenai Batas Usia Nikah di KUA Kecamatan Batang”.

7 Mahmud, Penghulu KUA Kecamatan Batang, Wawancara Pribadi,Batang, 3 Desember
2021.

8 Mahmud, Penghulu KUA Kecamatan Batang, Wawancara Pribadi,Batang, 3 Desember
2021.



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan
atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia nikah di
KUA Kecamatan Batang?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA
Kecamatan Batang?
C. Tujuan Penelitiann
1. Untuk menjelaskan Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai
batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di
KUA Kecamatan Batang.
D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
maupun pemahaman tentang pemberlakuan UU NO 16 tahun 2019 tentang
perubahan atas UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas
usia nikah di KUA Kecamatan Batang
2. Kegunaan Praktis
Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk anak-anak |,
KUA, Akademik kampus dan masyarakat.
E. Penelitian Yang Relevan
Dalam telaah pustaka ini akan memaparkan beberapa karya ilmiah,

hasil penelitian yang membahas persoalan Undang-Undang No 16 tahun 2019



tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
untuk mengetahui orisinalitas sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini
diantara penelitian sebelumnya.

Skripsi Gita Arista dengan judul “Tinjauan Sosio yuridis Terhadap
Perkawinan di bawah umur di Desa Tolangi Kecamatan Dukamaju Kabupaten
Luwu Utara”. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan
pendekatn deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Sosio
yuridis Terhadap Perkawinan di bawah umur .Hasil temuan skripsi ini yaitu
bahwa masyarakat tidak mengetahui mengai hukum.’Adapun persamaan
penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas Undang-Undang
No 16 tahun 2019. Perbedaan penelitian faisal dengan penulis yaitu penelitian
faisal hanya fokus pada implementasi Undang-Undang No 16 tahun 2019 di
desa dan mengunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif,
sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada pemberlakuan Undang-Undang
No 16 tahun 2019 mengenai batas usia nikah di KUA kecamatan Batang
dengan menggunakan Teori Kesadaran Hukum dan merupakan metode
penelitian yuridis empris.

Skripsi Nur Iman dengan judul “Batas Usia Kawin Dalam UU No 16
tahun 2019 terhadap Praktek Perkawinan di Bawah umur di Kabupaten
Brebes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lapangan . Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui Batas Usia Kawin Dalam UU No 16 tahun

2019 terhadap Praktek Perkawinan di Bawah umur di Kabupaten Brebes.

° Gita Arista, “Tinjauan Sosio yuridis Terhadap Perkawinan di bawah umur

di Desa Tolangi Kecamatan Dukamaju Kabupaten Luwu Utara””,(Makasar: Skripsi
Fakultas Keguruan danllmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makasar).



Hasil temuan dari skripsi ini yaitu bahwaa angka perkawinan di bawah umur
di Kab. Brebes masih tergolong tinggi baik sebelum maupun sesudah di
berlakukannya UU no 16 tahun 2019."° Adapun persamaan penelitian Wisnu
dengan penulis adalah sama-sama membahas Undang-Undang No 16 tahun
2019. Perbedaan penelitian Iman dengan penulis yaitu penelitian ini
merupakan penelitian yuridis empris dengan Pemberlakuan UU No 16 tahun
2019 mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang dengan
menggunakan Teori Kesadaran Hukum.

Skripsi Meta Yulia dengan judul Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7
UU no 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan dihubungkan dengan
dispensasi nikah bagi janda/duda di bawah umur”’. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 UU no 16 tahun 2019 tentang
usia perkawinan dihubungkan dengan dispensasi nikah bagi janda/duda di
bawah umur . Hasil temuan skripsi dari Meta yaitu Pandangan Hakim
Terhadap Pasal 7 UU no 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan dihubungkan
dengan dispensasi nikah bagi janda/duda di bawah umur tidak berlaku bagi
pasangan janda/duda di bawah umur sebab sudah menikah dianggap sudah
dewasa .'" Adapun persamaan penelitian Nadya dengan penulis adalah sama-
sama membahas Undang-Undang No 16 tahun 2019., sedangkan perbedaanya

penelitian penulis lebih fokus pada Pemberlakuan Undang-Undang No 16

' Nur Iman, “Batas Usia Kawin Dalam UU No 16 tahun 2019 terhadap
Praktek Perkawinan di Bawah umur di Kabupaten Brebes”, (Jakarta: Skripsi UIN
Syarif Hidayatullah)

" Meta Yulia, “Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang
Tentang Usia Perkawinan Dihubungkan Dengan dispensasi Nikah bagi Janda/Duda Di Bawah
Umur”,(Batusangkar: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar)



tahun 2019 mengenai batas usia nikah di KUA kecamatan Batang dengan
menggunakan Teori Kesadaran Hukum dan merupakan metode penelitian
yuridis empris.

Berdasarkan uraian kajian diatas, bahwa penelitian penulis memiliki
persamaan yaitu membahas mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan.dengan wailayah desa dan kabupaten serta lebih fokus
pda penelitian deskripsti dan sosio yuridis. Serta untuk hasil penelitian
terdahulu memiliki hasil temuan yang berbeda-beda. Maka untuk itu
penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam
penelitian penulis lebih fokus membahas mengenai berlakunya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia nikah di KUA kecamatan
Batang dengan menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto
dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan
Batang dengan pendekatan penelitian yuridis empiris.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Kesadaran Hukum

Menurut penelitian Soerjono Soekanto mengemukakan terdapat
empat kriteria atau indikator dalam kesadaran hukum dan hal tersebut

secara bertahap yaitu:

Pada tahap yang pertama yakni pengetahuan akan suatu hukum,
dimana hal ini berkaitan pada tingkah yang dilakukan sudah diberi aturan

melalui hukum tertulis, baik larangan ataupun yang dibolehkan;



Pada tahap kedua yaitu pemahaman hukum, adapun sedikit maksudnya
yaitu apakah seseorang tersebut sudah dapat mengerti tentang isinya atas
suatu peraturan dalam hal ini adalah peraturan tertulis, dimana harus
mengerti mengenai isinya, tujuannya, serta manfaatnya atas aturan itu untuk

dirinya sendiri minimal;

Pada tahap ketiga adalah sikap pada hukum, adapun lebih mudahnya
yakni bisa digambarkan melalui kecenderungannya atas seseorang tersebut
yang melakukan pemahaman hukum sekiranya dapat menerimanya ataupun
menolaknya, disebabkan atas peenghargaan mengenai hukum tadi dapat hasil

manfaat untuk kehidupannya;

Pada tahap yang terakhir yaitu mengenai perilaku hukum, adapun
maksudnya yaitu berlakunya hukum maupun tidak suatu ketentuan peraturan
pada kehidupan masyarakat, apabila hukm itu sudah berlakunya peraturan
hukum, maka tinggal seberapa jauh dan seberapa lama suatu warga yang ada

pada masyarakat tersebut untuk mematuhi. **

2. Teori Pembentukan Hukum

Ada tiga macam dalam Teori pembetukan hukum yaitu terdiri dari:
a. Yuridis
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan, haruslah
mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang- undangan

atau ilmu  perundang-undangan  (gesetzgebungslehre),  yang

114.

12 Soerjono Soekano, Kesadaran dan Kepatuhan hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),
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diantaranya landasan yuridis."
b. Sosiologis
Landasan sosiologis (sociologiche gelding) dapat diartikan
pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan
harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah
didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar
bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima
secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu
banyak memerlukan pengerahan institusional untuk
melaksanakannya.'*
c. Filosofis
Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang
kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis
tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan.
Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka
filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-
nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak

baik. "

> Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill.Co,
,1992), 14-17.

'* Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill.Co,
,1992), 16

> H. Rojidi Ranggawijaya, “Pengatar Ilmu Perundang-undangan Indonesia”, (Bandung:
Mandar Maju, 1998,) 43
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan
perilaku yang diamati.'® Dalam penelitian ini peneliti mengamati tentang
Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No
1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia nikah di KUA
Kecamatan Batang serta Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan
dini di KUA Kecamatan Batang.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan Yuridis Empiris
yaitu penelitian yang mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan
yang mengenai hal-hal yang bersifat yuridis atau disebut juga dengan
penelitian sosiologis dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan
yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi
didalam kehidupan masyarakat”.

Menurut pendekatan empiris temuan didasarkan atas fakta yang
diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara. Penelitian yang dilakukan
adalah penelitian terhadap Penelitian Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun
2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang serta Faktor-faktor

yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang.

'® Ajat Rukajat, “Pendekatan Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6
v Ronny Hanitijo Sumitro,” Metode Penelitian Hukum”, ( Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1994), 3
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3. Lokasi penelitian dan Waktu Penelitian
Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di KUA
Kecamatan Batang. Karena ada beberapa kasus pernikahan dini yaitu
mulanya pada tahun 2017 angka pernikahan dini terdapat dua pasang,
selanjutnya di tahun 2018 terdapat satu pasang, kemudian tahun 2019
terdapat 16 pasang dan pada tahun 2020 terdapat 21 pasang serta pada
tahun 2021 16 pasang . Peningkatan tersebut sejak adanya pemberlakuan
UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974.
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2021-
Februari 2022
4. Sumber Data Penelitian
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh
langsung dari subyek penelitialn.18 Subyek data primer penelitian ini
meliputi Kepala KUA kecamatan Batang, Penghulu KUA Kecamatan
batang, Pelaku pernikahan dini dan tokoh masyarakat.Pelaku
pernikahan dengan kriteria; 1) pelaku pernikahan dini yang berada di
wilayah pesisir, 2) pelaku pernikahan dini yang berada di wilayah
perkotaan; 3) pelaku pernikahan dini yang diakibatkan faktor hamil di

luar nikah dan bukan hamil luar nikah.

8 Saifudin Azwar, “Metode Penelitian”, (Jogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1998), 90.
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b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang
telah didokumentasikan dalam bentuk tertentu.'” Dalam penelitian ini
yang menjadi sumber data sekunder yaitu : buku, jurnal, skripsi, dan
undang-undang dan lain-lain yang terkait dengan tema penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap
muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau
keterangan-keterangan.”’ Adapun pihak yang diwawancarai yaitu
Kepala KUA kecamatan Batang, Penghulu KUA Kecamatan batang
dan Pelaku pernikahan dini 1) pelaku pernikahan dini yang berada di
wilayah pesisir, 2) pelaku pernikahan dini yang berada di wilayah
perkotaan; 3) pelaku pernikahan dini yang diakibatkan faktor hamil di
luar nikah dan bukan hamil luar nikah.
b. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung
ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dalam
penelitian ini dokumen yang digunakan berupa jurnal, karya ilmiah,
dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan juga

berupa beberapa gambar yang mengenai Pemberlakuan UU Nomor 16

' Zainal Mustafa EQ, “Mengurai Variabel hingga Instrumentasi”, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2009), 92.

20 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, ‘“Metodologi Penelitian”, (Jakarta : PT Bumi
Aksara, 2013), 83.
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Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan Mengenai batas Usia nikah di KUA Kecamatan Batang
dan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA

Kecamatan Batang.

6. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis terdapat tiga macam yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi Data Yaitu data yang diperoleh ditulis dalam bentuk
laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan
data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok,
difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan
memilah-milih berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu
akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil
pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data
sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika

diperlukan.’

b. Penyajian Data

Penyajian  data dimaksudkan sebagai penyajian sebagian
informasi yang tersususn dan memberikan kemungkinan untuk
memperoleh kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penyajian

data yang dianalisis secara deskriptif yaitu menguraikan keseluruhan

21

2007) 333

Sugiyono, “Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D”, ( Bandung: Alfabeta,
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data yang ada kaitanya dengan pembahasan dalam objek yang
diteliti.”
c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam menganalisis data dengan cara mencari
dan memahami makna secara benar yang mengacu pada rumusan
masalah dan tujuan yang hendak dicapai, sehingga penulis dapat
menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tesebut.”

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis
menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka,
kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan Teori, pada bab ini beisi: Teori Kesadaran
Hukum,Ketetuan UU batas usia nikah, Pengertian pernikahan dini, Faktor
pernikahan dini dan dampak pernikahan dini

Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini berisi hasil penelitian, yang
terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Batang.
Di samping itu juga berisi mengenai pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun
2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang dan Faktor-faktor

yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA Kecamatan Batang.

22 Anton Bake, “Metode Penelitian Filsafat”, (Jakarta : Ghalia Indo, 1996), 10.
 Sugiyono, “Metode penelitian kuantitatif kualitatif ...334
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Bab IV Analisis pada bab ini berisi tentang analisis pemberlakuan UU
Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan Mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang dan
analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di KUA
Kecamatan Batang.

Bab V berisi penutup, pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran.
Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh
sebagai jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran-saran berisi tentang
hal-hal yang mungkin berguna dalam pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun
2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Mengenai batas usia nikah di KUA Kecamatan Batang.
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Pedoman Wawancara

1. Bagaimana gamabaran pernikahan dini sebelum adanya UU NO 16 tahun 2019 dan
setelah adanya UU NO 16 tahun 2019?

2. Apayang dilakukan KUA setelah terbitnya UU NO 16 tahun 2019?

3. Bagaimana efektivitas dan langkah-langkah KUA yang dilakukan KUA tersebut?

4. Pendapat KUA apa yang melatarbelakangi efektif atau tidak efektifnya UU NO 16 tahun
2019?

5. Kapan melakukan pernikahan?

6. Apa alasan melakukan pernikahan muda?

7. Apakah sudah mengetahui dan sosialisasi tentang UU NO 16 tahun 2019?

8. Bagaima tokoh masyarkat dalam meminimalisir agar anak-anak tidak melakukan
pernikahan dini?



Informan penelitian

Nama: mahmud

Jabatan: penghulu

Tanggal wawancara: 3 februari 2022

1. Bagaimana gambaran pernikahan dini sebelum adanya UU NO 16 tahun 2019 dan
setelah adanya UU NO 16 tahun 2019?

Jawab. Pernikahan dini sebelum adanya UU NO 16 tahun 2019 masih sedikit karena

sebelumnya umur 16 tahun sudah boleh menikah, namun setelah adanya pemberlakuaan

UU No 16 tahun 2019 pernikahan dini meningkat di KUA kecamatan Batang khususnya

di pesisir pantai.

2. Apayang dilakukan KUA setelah terbitnya UU NO 16 tahun 2019?
Jawab: melakukan sosialisasi terhadap perangkat desa dan lebe desa, namun belum
mengarah ke remaja dan anak sekolah

3. Bagaimana efektivitas dan langkah-langkah KUA yang dilakukan KUA tersebut?
Jawab. KUA dengan adanya UU NO 16 tahun 2019 masih pasif ketika adanya orang
yang menikah dini karena tidak bisa menolak ketika ada surat dispensasi pernikahan
dari pengadilan agama

4. Pendapat KUA apa yang melatarbelakangi efektif atau tidak efektifnya UU NO 16
tahun 20197
Jawab. Karena ada beberapa faktor yang melatarbeakangi tidak efektif UU No 16
tahun 2019 yaitu faktor pendidikan yang rendah di pesisir pantai yang hanya lulusan

SD dan tidak lulus SD begitu juga faktor budaaya atau kebiasaan masyarakat yang



anaknya tidak sekolah dan sudah bekerja di umur yang masih muda dimana laki-
lakinya khawatir merantau jakarta yang akhirnya melakukan pernikahan dini.
Nama: Abdullah Najib
Jabatan: Kepala KUA Kecamatan Batang
Tanggal wawancara: 3 februari 2022
1. Bagaimana gambaran pernikahan dini sebelum adanya UU NO 16 tahun 2019 dan
setelah adanya UU NO 16 tahun 2019?
Jawab. Adanya pemberlakuan batas usia nikah 19 tahun pernikahan dini semakin
meningkat karena masyarakat belum bisa menyesuaikan terhadap Undang-undang
yang baru.
2. Apayang dilakukan KUA setelah terbitnya UU NO 16 tahun 2019?
Jawab. KUA melakukan sosialisasi terhadap perngkat desa dan lebe saja, namun
KUA bberhenti melakukan sosialisasi dan memulai sosialisai ke masyarakat.
3. Pendapat KUA apa yang melatarbelakangi efektif atau tidak efektifnya UU NO 16
tahun 2019?
Jawab. Belum efektif karena ada beberapa faktor yaitu rendahnya pendidikan di
masyarakat pesisir yang setelah lulus SD maupun SMP bekerja sebagai nelayan
sehingga 2 atau 3 tahun mampu melaksanakan pernikahan walaupun masih di

bawah umur.



Informan pelaku pernikahan dini
Nama: R
Pelaku pernikahan dini

Tanggal wawancara: 11 februari 2022

1. Kapan melakukan pernikahan?
Jawab: 2021
2. Apa alasan melakukan pernikahan muda?
Jawab. karena pada awalnya saya berpacaran dan selanjutnya saling menyukai akhirnya
melakukan hubungan terlarang (married by accident)
3. Apakah sudah mengetahui dan sosialisasi tentang UU NO 16 tahun 2019?
Jawab. Belum mengettahui adanya pemberlakuan UU no 16 tahun 2019 dan belum
mendengar sosialisasi UU NO 16 tahun 2019, begitu juga suami pelaku berpendapat
bahwa umur bisa di beli atau melakukan dispensasi pernikahan.
Nama: SR
Pelaku pernikahan dini
Tanggal wawancara: 11 februari 2022
1. Kapan melakukan pernikahan?
Jawab. 2021
2. Apa alasan melakukan pernikahan muda?
Jawab. Karena saling mencintai dan dah telah berpacaran akhiranya saya melakukan
hubungan

3. Apakah sudah mengetahui dan sosialisasi tentang UU NO 16 tahun 2019?



Jawab. Belum mengetahui adanya pemberlakuan UU no 16 tahun 2019 karena belum

pernah mendengar ada sosialiasasi.

Nama: ALP

Pelaku pernikahan dini

Tanggal wawancara: 13 februari 2022

1. Kapan melakukan pernikahan?
Jawab. 28 oktober 2021

2. Apa alasan melakukan pernikahan muda?
Jawab. Karena saling mencintai dan dah telah berpacaran akhiranya saya melakukan
hubungan, serta keduanya telah siap melakukan pernikahan karena keduanya sudah
kerja sejak lulus SD.

3. Apakah sudah mengetahui dan sosialisasi tentang UU NO 16 tahun 2019?
Jawab. Belum mengetahui adanya pemberlakuan UU no 16 tahun 2019 karena belum
pernah mendengar ada sosialiasasi. Karena yang saya tahu kalau umur belum
memenuhi batas usia nikah bisa membeli umur di pengadilan.
Nama: WF
Pelaku pernikahan dini
Tanggal wawancara: 13 februari 2022
1. Kapan melakukan pernikahan?
Jawab. 11 Oktober 2021

2. Apa alasan melakukan pernikahan muda?



Jawab. Karena saling mencintai dan dah telah berpacaran akhiranya saya
melakukan hubungan dengan pacar saya yang umurnya terpaut jauh yang bekerja
sebagai pengamen.

3. Apakah sudah mengetahui dan sosialisasi tentang UU NO 16 tahun 2019?
Jawab. Belum mengetahui adanya pemberlakuan UU no 16 tahun 2019 karena
belum pernah mendengar ada sosialiasasi tentang batas usia nikah di sekolah.

Nama: S

Pelaku pernikahan dini

Tanggal wawancara: 13 februari 2022

1. Kapan melakukan pernikahan?
Jawab. 20 agustus 2021

2. Apa alasan melakukan pernikahan muda?
Jawab. Karena saya telah berpacaran dengan pacar saya yang bekerja sebagai
nelayan dan saya saling cinta akhirnya melakukan hubungan karena laki-lakinya
telah mampu biaya akhirnya melakukan pernikahan.

3. Apakah sudah mengetahui dan sosialisasi tentang UU NO 16 tahun 2019?
Jawab. Belum pernah mengetahui adanya sosialisasi atau mendengar terkait
pemberlakuan UU no 16 Tahun 2019.

Pelaku DS,

Pelaku pernkahan dini

Tangga: 13 februari 2022

1. Kapan melakukan pernikahan?

Jawab. 2021



2. Apa alasan melakukan pernikahan muda?
Jawab. Karena kebiasaan masyakarakat yang laki-lakinya sudah bekerja di luar kota
namun perempuan masih di bawah umur mau melangsungkan pernikahan dini.
Karena adanya kekhawatiran laki-laki
3. Apakah sudah mengetahui dan sosialisasi tentang UU NO 16 tahun 2019?
Jawab.Belum mengetahui adanya pemberlakuan UU no 16 tahun 2019 dan belum
pernah mendengar sosialisasi UU NO 16 tahun 2019

Nama : Bapak Daslam

Profil : Tokoh masyarakat

Tangga :29 maret 2021

1. Bagaimana pernikahan dini di pedesaan wilayah KUA Kecamatan Batang?

Jawab. pernikahan dini di pedesaan dikarenakan seorang yang lulus SD atau SMP
yang tidak melanjutkan sekolah dan memilih merantau untuk bekerja di luar
kota yang telah berpenghasilan cukup dan setelah dua tahun bekerja langsung

ingin menikah muda.

Nama: Bapak Slamet
Profil: Tokoh masyarakat

Tanggal: 29 maret 2021

1. Bagaima tokoh masyarkat dalam meminimalisir agar anak-anak tidak melakukan

pernikahan dini?
Jawab. bahwa saya sebagai tokoh masyarakat masih bingung dalam melakukan
sosialisasi terkait pernikahan dini karena kurangnya biaya dan prosedur apa

yang harus dilakukan, namun saya hanya melakukan pengarahan terhadap



anak-anak secara personal saja untuk bisa menikah sesuai usia di dalam

aturan undang-undang yang berlaku”



Foto Wawancara
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